PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 152 -Huk/2025
TENTANG

PENETAPAN MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA SEBAGAI MATA PELAJARAN
MUATAN LOKAL WAJIB DI SEKOLAH DASAR/MADRAAH IBTIDAIYAH, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA /MADRASAH TSANAWIYAH SEDERAJAT DI
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik
dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya dan
kearifan lokal, maka perlu penetapan mata pelajaran
Bahasa Sunda sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib
di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Sederajat di
Kabupaten Karawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Karawang tentang Penetapan Mata Pelajaran Bahasa
Sunda sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib di
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Sederajat di
Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7051);




Memperhatikan

10.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157}

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6762);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2021 Nomor 54).

Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 56/M /2022 tentang Pedoman Penerapan
Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang Nomor : 800.1/573.1-Disdikpora
tanggal 8 April 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat
Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan Mata
Pelajaran Bahasa Sunda sebagai Mata Pelajaran Muatan
Lokal Wajib di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Sederajat di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Penetapan Mata Pelajaran Bahasa Sunda sebagai Mata
Pelajaran Muatan Lokal Wajib di Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah Sederajat di Kabupaten Karawang;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan/atau sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang




